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BUPATI BATANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI BATANG 

NOMOR 64 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  

TATA KERJA DINAS KESEHATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BATANG, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan 

Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada urusan 
pemerintahan bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis 
Daerah terdapat rumah sakit Daerah, sebagai unit organisasi 
bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai 
unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan 
secara profesional, maka perlu menyesuaikan susunan 
organisasi pada Dinas Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Peraturan 
Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Kesehatan perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas  Kesehatan;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 

5494);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi 
dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KESEHATAN. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 59) 
diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3  

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:  
 a. Kepala Dinas; 

 b. Sekretariat, terdiri atas: 
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

 c. Bidang  Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:  
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
2. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah 

Raga; dan 
3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

 d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas: 
1. Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Kejadian Luar Biasa; 
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 

dan Kesehatan Jiwa. 
 e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari: 
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar  dan Rujukan; 

2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan 
3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.  

 f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
 g. Unit Organisasi Bersifat Khusus; 
 h. Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan 
 i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf 
e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas.  

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris.  

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf 
e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.  

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala 
UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(8) Unit Organisasi Bersifat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h, dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang 
diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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(9) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dan 
tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilannya. 
(10) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 15A dan 15B, 

sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 
 

Unit Organisasi Bersifat Khusus 
Pasal 15A 

(1) Pada Dinas Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit 
organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah 
Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. 

 
Unit Organisasi Bersifat Fungsional  

Pasal 15B 

(1) Pada Dinas Kesehatan terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit 
organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara 
profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat 
Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan 
Bupati. 

 
Pasal II  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

 
 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal  8 Oktober 2021        

 
BUPATI  BATANG, 

  
 

ttd 
 

WIHAJI 
 
Diundangkan di Batang 
pada tanggal 8 Oktober  2021        

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
 

ttd 

 
                    LANI DWI REJEKI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR  64 
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 LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG 
 NOMOR 64 TAHUN 2021 

 TENTANG 
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS KESEHATAN 

 
 
 

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN 
 

 
 
 
 
 
 
 BUPATI BATANG, 
 
 ttd 

 
 
 WIHAJI 
 

Keterangan: 
_______ : garis komando 

……….  : garis koordinasi 


